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Abstrak 

Artikel ini menjelaskan keterkaitan lingkungan laut, perubahan iklim, dan keberlanjutan maritim dengan 

menempatkan Indonesia sebagai sistem sosial-ekologis kepulauan. Pembahasan bergerak dari pemanasan dan 

pengasaman laut, deoksigenasi, kenaikan muka laut, gelombang panas, serta kejadian ekstrem menuju 

dampaknya pada terumbu karang, mangrove, lamun, biodiversitas, perikanan, akuakultur, pangan, kesehatan, 

pelayaran, pelabuhan, dan masyarakat pesisir. Analisis menekankan bahwa krisis iklim berinteraksi dengan 

pencemaran, perubahan tata guna lahan, eksploitasi, ketimpangan, dan kelemahan tata kelola. Respons yang 

disarankan memadukan mitigasi emisi, adaptasi berbasis ekosistem, perlindungan sosial, tata ruang adaptif, sains 

dan peringatan dini, pembiayaan berintegritas, serta kelembagaan lintas tingkat. Peta jalan 2026–2045 

mengarahkan Indonesia dari perbaikan fondasi data dan pengurangan tekanan menuju pemulihan ekosistem, 

dekarbonisasi maritim, ekonomi biru dalam batas ekologis, dan kepemimpinan diplomasi laut. Keberlanjutan 

diposisikan bukan sebagai label proyek, melainkan kemampuan antargenerasi untuk menjaga fungsi laut, 

membagi manfaat secara adil, mengurangi risiko, dan belajar dari perubahan. 

Kata Kunci: lingkungan laut; perubahan iklim; keberlanjutan maritim; adaptasi; mitigasi; karbon biru; ekonomi 

biru; keadilan iklim; Indonesia. 

Pendahuluan: Laut di Tengah Krisis Iklim 

Indonesia tidak dapat membicarakan masa depan tanpa membicarakan laut. Laut menghubungkan pulau, 

mengatur cuaca, menyediakan pangan dan pekerjaan, menyimpan keragaman hayati, menopang perdagangan, 

serta membentuk identitas kebangsaan. Pada saat yang sama, laut menyerap sebagian besar surplus panas sistem 

iklim dan sebagian karbon dioksida antropogenik. Jasa penyangga ini mengurangi laju perubahan di atmosfer, 

tetapi biayanya muncul sebagai pemanasan, pengasaman, deoksigenasi, perubahan sirkulasi, kenaikan muka laut, 

dan intensifikasi sejumlah bahaya pesisir. Laut dengan demikian adalah pelindung sekaligus pencatat krisis iklim. 

Perubahan tersebut tidak bekerja di ruang kosong. Terumbu yang mengalami panas juga menghadapi sedimentasi 

dan penangkapan berlebih; mangrove yang harus bermigrasi ke darat terhalang jalan atau tambak; banjir rob 

bertambah parah ketika tanah turun; hasil tangkapan bergeser ketika nelayan menghadapi keterbatasan modal 

dan informasi. Dampak akhir terbentuk oleh interaksi bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas respons. Karena 

itu, kebijakan iklim laut tidak cukup berupa proyek teknis tunggal. Ia harus berurusan dengan pola pembangunan, 

hak ruang, kualitas layanan publik, ekonomi politik, dan distribusi risiko. 

Keberlanjutan maritim berarti mempertahankan kemampuan laut menyediakan fungsi ekologis dan manfaat sosial 

tanpa mengurangi pilihan generasi mendatang. Definisi ini menolak dua penyederhanaan. Pertama, pertumbuhan 

ekonomi tidak otomatis berkelanjutan hanya karena berlangsung di laut. Kedua, konservasi tidak akan bertahan 

bila mengabaikan kebutuhan hidup, hak, dan legitimasi masyarakat. Ekonomi biru harus beroperasi dalam batas 

ekologis, sedangkan perlindungan ekosistem harus dirancang sebagai bagian dari pembangunan manusia yang 

adil. 
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Artikel ini menggunakan alur sebab–risiko–respons. Bagian awal menjelaskan proses fisik dan kimia; bagian berikut 

menelaah ekosistem, pangan, masyarakat, pencemaran, dan sektor maritim; bagian akhir mengembangkan 

instrumen adaptasi, mitigasi, pembiayaan, tata kelola, indikator, dan peta jalan Indonesia. Setiap bagian 

menempatkan ketidakpastian sebagai sesuatu yang harus dikelola, bukan disembunyikan. Tujuannya bukan 

meramalkan satu masa depan secara pasti, melainkan memperluas pilihan, menghindari penguncian yang 

merugikan, dan membangun kapasitas koreksi. 

1. Laut sebagai Sistem Sosial-Ekologis 

Laut sebagai Sistem Sosial-Ekologis perlu dipahami melalui hubungan timbal balik antara proses biofisik, ekonomi, 

budaya, dan kelembagaan. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang 

menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian 

merambat melalui pemanasan, perubahan sirkulasi, pemanfaatan ruang, dan keputusan manusia. Karena itu, 

penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan 

dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada integritas ekologi, kesejahteraan, dan daya 

lenting: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan 

masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, laut sebagai sistem sosial-ekologis bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada terumbu, mangrove, lamun, perikanan, kota pesisir, dan jalur 

pelayaran. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 

dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah fragmentasi pengetahuan serta kebijakan sektoral. Hambatan ini tidak berdiri sendiri. 

Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan penegakan 

dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim 

global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab 

dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, intervensi 

berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang baru 

terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengelola laut sebagai sistem yang memiliki ambang, umpan balik, dan 

distribusi manfaat. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan 
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habitat sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat 

sistemik, sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio 

kebijakan perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan 

penegakan. Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, 

dampak akhir, asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi laut sebagai sistem sosial-ekologis tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola laut sebagai sistem sosial-ekologis memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

2. Mesin Iklim Bernama Samudra 

Mesin Iklim Bernama Samudra perlu dipahami melalui peran laut dalam sistem iklim bumi. Laut bukan latar pasif 

bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, 

pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui penyerapan panas, pertukaran karbon, 

evaporasi, arus, dan penyimpanan energi. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel 

mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian 

pada panas, karbon, dan sirkulasi: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, 

serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, mesin iklim bernama samudra bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, 

individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 
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itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 

dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada Arus Lintas Indonesia, laut tepi, selat, dan samudra terbuka. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 

kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 

budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 

pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah ketidakpastian regional dan keterbatasan observasi jangka panjang. Hambatan ini 

tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah memperkuat observasi, pemodelan, dan penerjemahan sains menjadi 

keputusan. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi mesin iklim bernama samudra tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola mesin iklim bernama samudra memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 
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rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

3. Neraca Energi, Karbon, dan Pemanasan Laut 

Neraca Energi, Karbon, dan Pemanasan Laut perlu dipahami melalui akumulasi energi dan gas rumah kaca. Laut 

bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui penyerapan surplus 

panas dan karbon antropogenik oleh laut. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel 

mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian 

pada sumber, serapan, dan respons: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung 

biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, neraca energi, karbon, dan pemanasan laut bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada lapisan permukaan, laut dalam, kutub, dan perairan tropis. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 

kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 

budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 

pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah pemanasan tidak merata dan konsekuensi yang tertunda. Hambatan ini tidak berdiri 

sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan 

penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat 

dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti 

rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, 

intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang 

baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengurangi emisi sekaligus menyiapkan adaptasi terhadap perubahan yang 

telah terkunci. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 
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perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi neraca energi, karbon, dan pemanasan laut tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola neraca energi, karbon, dan pemanasan laut memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

4. Gelombang Panas Laut 

Gelombang Panas Laut perlu dipahami melalui kejadian suhu ekstrem yang bertahan di laut. Laut bukan latar pasif 

bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, 

pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui anomali suhu, stratifikasi, arus, dan variabilitas 

atmosfer-laut. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan 

balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada deteksi, 

kesiapsiagaan, dan pemulihan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, 

serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, gelombang panas laut bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, 

individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 

itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 
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dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada pemutihan karang, kematian massal, pergeseran ikan, dan kegagalan 

budidaya. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 

dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah kejadian cepat yang melampaui kemampuan organisme dan pengelola untuk 

menyesuaikan diri. Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga 

dari anggaran pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang 

tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau 

kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, 

hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat 

lain, atau menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah membangun prakiraan berbasis dampak, refugia, dan protokol respons 

sektor. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat 

lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi gelombang panas laut tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola gelombang panas laut memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak mengikuti batas 

administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan rezim internasional. 

Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan bersama, pembagian 
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mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas yang dapat diperiksa. 

Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta distribusi manfaat. 

Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan tidak 

membahayakan kelompok rentan. 

5. Pengasaman Laut 

Pengasaman Laut perlu dipahami melalui perubahan kimia karbonat akibat penyerapan karbon dioksida. Laut 

bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui penurunan pH, 

berkurangnya ion karbonat, dan perubahan kejenuhan mineral. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya 

menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan 

sistem menuntut perhatian pada kimia, biologi, dan jasa ekosistem: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh 

manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika 

bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, pengasaman laut bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, individu 

organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 

itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 

dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada karang, moluska, plankton berkapur, larva, dan rantai makanan. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah monitoring kimia terbatas serta interaksi kompleks dengan suhu dan nutrien. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengurangi emisi global dan menekan sumber stres lokal. Urutannya penting. 

Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih pasti daripada 

rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan adaptasi 

mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu menggabungkan 
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regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap instrumen harus 

mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, asumsi, serta risiko 

kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi pengasaman laut tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem menghasilkan 

pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi sebagian besar 

manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah tangga, generasi 

berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, nilai opsi, dan 

distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci pembangunan di zona 

bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola pengasaman laut memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak mengikuti batas 

administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan rezim internasional. 

Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan bersama, pembagian 

mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas yang dapat diperiksa. 

Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta distribusi manfaat. 

Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan tidak 

membahayakan kelompok rentan. 

6. Deoksigenasi dan Perubahan Produktivitas 

Deoksigenasi dan Perubahan Produktivitas perlu dipahami melalui berkurangnya oksigen terlarut dan berubahnya 

produktivitas primer. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang 

menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian 

merambat melalui pemanasan, stratifikasi, respirasi, sirkulasi, dan suplai nutrien. Karena itu, penilaian lingkungan 

yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. 

Pendekatan sistem menuntut perhatian pada oksigen, nutrien, dan metabolisme: kondisi biofisik, siapa yang 

memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi 

tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, deoksigenasi dan perubahan produktivitas bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 
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Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada teluk semi-tertutup, perairan budidaya, zona upwelling, dan laut 

dalam. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 

dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah sinyal iklim bercampur dengan eutrofikasi lokal. Hambatan ini tidak berdiri sendiri. 

Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan penegakan 

dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim 

global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab 

dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, intervensi 

berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang baru 

terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengendalikan nutrien, melindungi sirkulasi alami, dan memperluas 

pemantauan kolom air. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan 

habitat sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat 

sistemik, sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio 

kebijakan perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan 

penegakan. Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, 

dampak akhir, asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi deoksigenasi dan perubahan produktivitas tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola deoksigenasi dan perubahan produktivitas memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 
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rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

7. Kenaikan Muka Laut 

Kenaikan Muka Laut perlu dipahami melalui perubahan tinggi laut rata-rata dan ekstrem. Laut bukan latar pasif 

bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, 

pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui pemuaian termal, kehilangan es daratan, 

subsidensi, pasang, dan gelombang. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah 

kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada 

paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, kenaikan muka laut bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, individu 

organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 

itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 

dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada pantai utara Jawa, kota pelabuhan, delta, atol, dan pulau kecil. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 

kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 

budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 

pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah risiko sangat lokal tetapi perencanaan sering memakai angka global tunggal. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menggabungkan proyeksi, elevasi, subsidensi, aset, dan kerentanan sosial. 

Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 
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menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 

instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi kenaikan muka laut tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola kenaikan muka laut memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak mengikuti batas 

administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan rezim internasional. 

Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan bersama, pembagian 

mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas yang dapat diperiksa. 

Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta distribusi manfaat. 

Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan tidak 

membahayakan kelompok rentan. 

8. Banjir Pesisir, Rob, Gelombang, dan Badai 

Banjir Pesisir, Rob, Gelombang, dan Badai perlu dipahami melalui bahaya majemuk di batas darat-laut. Laut bukan 

latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, 

teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui pasang, storm surge, gelombang, 

hujan, debit sungai, dan muka laut dasar. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel 

mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian 

pada prakiraan, perlindungan, dan evakuasi: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, banjir pesisir, rob, gelombang, dan badai bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 
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Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada permukiman pesisir, pelabuhan, tambak, kawasan industri, dan 

destinasi wisata. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota 

pelabuhan namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis 

yang kaya spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, 

kesehatan, dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah 

bencana, sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu 

dipertemukan melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah kegagalan berantai pada drainase, energi, air bersih, serta transportasi. Hambatan ini 

tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah membangun sistem peringatan multi-bahaya dan jalur adaptasi bertahap. 

Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 

menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 

instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi banjir pesisir, rob, gelombang, dan badai tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola banjir pesisir, rob, gelombang, dan badai memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 
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distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

9. ENSO, IOD, Monsun, dan Variabilitas Indonesia 

ENSO, IOD, Monsun, dan Variabilitas Indonesia perlu dipahami melalui pengendali iklim antar-musim hingga 

antartahun. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan 

atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui 

interaksi Pasifik, Samudra Hindia, monsun, dan Arus Lintas Indonesia. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya 

menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan 

sistem menuntut perhatian pada variabilitas, tren, dan keputusan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh 

manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika 

bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, enso, iod, monsun, dan variabilitas indonesia bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada upwelling selatan Jawa, perairan timur, perikanan pelagis, dan 

kekeringan pesisir. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota 

pelabuhan namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis 

yang kaya spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, 

kesehatan, dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah 

bencana, sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu 

dipertemukan melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah variabilitas alami dapat memperkuat atau menutupi tren jangka panjang. Hambatan 

ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menggunakan layanan iklim probabilistik dan kalender adaptif. Urutannya 

penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih pasti daripada 

rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan adaptasi 

mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu menggabungkan 

regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap instrumen harus 
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mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, asumsi, serta risiko 

kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi enso, iod, monsun, dan variabilitas indonesia tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter 

aset. Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna 

budaya, tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan 

kepada rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola enso, iod, monsun, dan variabilitas indonesia memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. 

Ekosistem tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, 

nasional, dan rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan 

ialah tujuan bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan 

akuntabilitas yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, 

kesejahteraan, serta distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus 

melindungi data sensitif dan tidak membahayakan kelompok rentan. 

10. Terumbu Karang di Bawah Tekanan 

Terumbu Karang di Bawah Tekanan perlu dipahami melalui masa depan ekosistem pembentuk habitat tropis. Laut 

bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui panas, pengasaman, 

badai, penyakit, sedimentasi, dan eksploitasi. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu 

variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut 

perhatian pada resistensi, pemulihan, dan transformasi: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa 

yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru 

tersedia. 

Secara ilmiah, terumbu karang di bawah tekanan bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 
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juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada Coral Triangle, taman nasional, destinasi selam, dan pulau-pulau kecil. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah pemutihan berulang mempersempit jendela pemulihan. Hambatan ini tidak berdiri 

sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan 

penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat 

dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti 

rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, 

intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang 

baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah melindungi refugia, mengurangi stres lokal, dan menerapkan restorasi 

berbasis bukti. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi terumbu karang di bawah tekanan tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola terumbu karang di bawah tekanan memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 
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rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

11. Mangrove sebagai Infrastruktur Hidup 

Mangrove sebagai Infrastruktur Hidup perlu dipahami melalui fungsi hutan pasang surut bagi iklim dan 

masyarakat. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan 

atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui 

akumulasi sedimen, produksi biomassa, penyimpanan karbon, dan peredaman gelombang. Karena itu, penilaian 

lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak 

langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada ruang, proses, dan kepemilikan: kondisi biofisik, siapa yang 

memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi 

tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, mangrove sebagai infrastruktur hidup bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada delta, teluk, tambak terbengkalai, desa pesisir, dan kawasan 

perkotaan. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 

dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah konversi lahan, terputusnya pasang, dan penanaman yang salah lokasi. Hambatan ini 

tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah memulihkan hidrologi, mengamankan tenurial, dan memberi insentif 

pemeliharaan. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 
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sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi mangrove sebagai infrastruktur hidup tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola mangrove sebagai infrastruktur hidup memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

12. Lamun dan Padang Karbon Biru 

Lamun dan Padang Karbon Biru perlu dipahami melalui peran tumbuhan berbunga laut dangkal. Laut bukan latar 

pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, 

teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui fotosintesis, stabilisasi sedimen, 

habitat asuhan, dan penyimpanan karbon. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel 

mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian 

pada air jernih, konektivitas, dan perlindungan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, lamun dan padang karbon biru bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 
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juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada perairan kepulauan, dugong, perikanan skala kecil, dan pariwisata. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah ekosistem tidak terlihat, terfragmentasi, dan kurang masuk perencanaan. Hambatan 

ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah memetakan, menjaga kualitas air, mengatur jangkar, serta memulihkan 

konektivitas. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi lamun dan padang karbon biru tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola lamun dan padang karbon biru memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 
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bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

13. Delta, Estuari, dan Lahan Basah Pesisir 

Delta, Estuari, dan Lahan Basah Pesisir perlu dipahami melalui zona transisi yang dinamis. Laut bukan latar pasif 

bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, 

pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui aliran sungai, sedimen, pasang, salinitas, 

nutrien, dan pembangunan darat. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah 

kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada 

sedimen, air, dan ruang adaptasi: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, 

serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, delta, estuari, dan lahan basah pesisir bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada muara besar, laguna, rawa pasang surut, dan kota delta. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 

kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 

budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 

pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah bendungan, ekstraksi air tanah, reklamasi, serta kenaikan muka laut. Hambatan ini 

tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengelola daerah aliran sungai dan pesisir sebagai satu kontinuum. 

Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 

menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 
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instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi delta, estuari, dan lahan basah pesisir tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola delta, estuari, dan lahan basah pesisir memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

14. Laut Lepas, Laut Dalam, dan Konektivitas 

Laut Lepas, Laut Dalam, dan Konektivitas perlu dipahami melalui ekologi di luar pantai dan permukaan. Laut bukan 

latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, 

teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui arus tiga dimensi, migrasi, pompa 

biologis, dan pertukaran antarcekungan. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel 

mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian 

pada kedalaman, konektivitas, dan kehati-hatian: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, laut lepas, laut dalam, dan konektivitas bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 
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Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada palung, gunung bawah laut, jalur migrasi, dan zona ekonomi eksklusif. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah observasi mahal serta tata kelola lintas batas. Hambatan ini tidak berdiri sendiri. 

Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan penegakan 

dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim 

global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab 

dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, intervensi 

berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang baru 

terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengembangkan pengetahuan laut dalam dan konservasi yang mengikuti 

konektivitas. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi laut lepas, laut dalam, dan konektivitas tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola laut lepas, laut dalam, dan konektivitas memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 
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distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

15. Redistribusi Biodiversitas Laut 

Redistribusi Biodiversitas Laut perlu dipahami melalui pergeseran sebaran organisme akibat perubahan 

lingkungan. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan 

atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui suhu, 

oksigen, arus, habitat, interaksi spesies, dan fase hidup. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung 

satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem 

menuntut perhatian pada pergerakan, akses, dan tata kelola: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, 

siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru 

tersedia. 

Secara ilmiah, redistribusi biodiversitas laut bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, 

individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 

itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 

dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada ikan pelagis, plankton, spesies invasif, penyu, dan mamalia laut. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah stok dan habitat bergerak melampaui batas pengelolaan lama. Hambatan ini tidak 

berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan 

penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat 

dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti 

rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, 

intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang 

baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah membangun monitoring adaptif dan kerja sama lintas yurisdiksi. Urutannya 

penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih pasti daripada 

rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan adaptasi 

mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu menggabungkan 

regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap instrumen harus 
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mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, asumsi, serta risiko 

kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi redistribusi biodiversitas laut tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola redistribusi biodiversitas laut memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

16. Perikanan Tangkap dalam Iklim yang Berubah 

Perikanan Tangkap dalam Iklim yang Berubah perlu dipahami melalui ketahanan produksi dan penghidupan 

perikanan. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan 

atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui 

produktivitas stok, distribusi ikan, cuaca operasi, biaya bahan bakar, dan pasar. Karena itu, penilaian lingkungan 

yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. 

Pendekatan sistem menuntut perhatian pada stok sehat, pendapatan, dan keselamatan: kondisi biofisik, siapa 

yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga 

mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, perikanan tangkap dalam iklim yang berubah bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 
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Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada WPP-NRI, nelayan kecil, tuna, pelagis kecil, dan perikanan demersal. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah ketidakpastian biologis bertemu kemiskinan, utang, dan informasi yang timpang. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menerapkan pengelolaan adaptif, diversifikasi, keselamatan, dan 

perlindungan sosial. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan 

habitat sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat 

sistemik, sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio 

kebijakan perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan 

penegakan. Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, 

dampak akhir, asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi perikanan tangkap dalam iklim yang berubah tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter 

aset. Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna 

budaya, tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan 

kepada rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola perikanan tangkap dalam iklim yang berubah memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. 

Ekosistem tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, 

nasional, dan rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan 

ialah tujuan bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan 

akuntabilitas yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, 
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kesejahteraan, serta distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus 

melindungi data sensitif dan tidak membahayakan kelompok rentan. 

17. Akuakultur Tahan Iklim 

Akuakultur Tahan Iklim perlu dipahami melalui produksi pangan akuatik terkelola. Laut bukan latar pasif bagi 

kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, 

pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui kualitas air, penyakit, benih, pakan, kepadatan, 

dan daya dukung. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan 

balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada produktivitas, daya 

dukung, dan biosekuriti: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta 

kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, akuakultur tahan iklim bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, 

individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 

itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 

dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada udang, rumput laut, kerang, ikan laut, dan budidaya multitrofik. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah panas ekstrem, hipoksia, badai, serta eksternalitas yang saling memperkuat. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah memilih lokasi dan komoditas tepat, biosekuriti, sensor, serta ekonomi 

sirkular. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat 

lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 
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Dimensi ekonomi akuakultur tahan iklim tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola akuakultur tahan iklim memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak mengikuti batas 

administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan rezim internasional. 

Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan bersama, pembagian 

mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas yang dapat diperiksa. 

Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta distribusi manfaat. 

Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan tidak 

membahayakan kelompok rentan. 

18. Pangan Biru dan Ketahanan Gizi 

Pangan Biru dan Ketahanan Gizi perlu dipahami melalui kontribusi pangan akuatik bagi diet dan ekonomi. Laut 

bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui protein, mikronutrien, 

jejak lingkungan, rantai dingin, dan keterjangkauan. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu 

variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut 

perhatian pada gizi, akses, dan jejak ekologis: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, pangan biru dan ketahanan gizi bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada ikan kecil, rumput laut, kerang, pasar lokal, dan program gizi. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Lingkungan Laut, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan Maritim 
 
 

 

Halaman 30 

kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 

budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 

pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah orientasi volume dan ekspor dapat mengabaikan gizi lokal. Hambatan ini tidak berdiri 

sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan 

penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat 

dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti 

rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, 

intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang 

baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menilai keberlanjutan dari ekosistem hingga konsumsi. Urutannya penting. 

Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih pasti daripada 

rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan adaptasi 

mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu menggabungkan 

regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap instrumen harus 

mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, asumsi, serta risiko 

kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi pangan biru dan ketahanan gizi tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola pangan biru dan ketahanan gizi memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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19. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu dipahami melalui kerentanan yang dibentuk tempat dan sejarah. 

Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui paparan bahaya, 

ketergantungan sumber daya, layanan dasar, mobilitas, dan jaringan sosial. Karena itu, penilaian lingkungan yang 

hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. 

Pendekatan sistem menuntut perhatian pada hak, kapasitas, dan pilihan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh 

manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika 

bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada desa nelayan, pulau terluar, kampung adat, dan kawasan wisata. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah rata-rata nasional menutupi ketimpangan antarpulau dan antarkelompok. Hambatan 

ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menguatkan layanan dasar, hak ruang, pilihan penghidupan, dan mobilitas 

bermartabat. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 
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tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

20. Keadilan Iklim, Gender, dan Antargenerasi 

Keadilan Iklim, Gender, dan Antargenerasi perlu dipahami melalui distribusi sebab, dampak, suara, dan manfaat. 

Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui ketimpangan aset, akses 

informasi, kerja perawatan, kepemilikan, serta representasi. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya 

menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan 

sistem menuntut perhatian pada suara, beban, dan manfaat: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, 

siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru 

tersedia. 

Secara ilmiah, keadilan iklim, gender, dan antargenerasi bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada perempuan pengolah ikan, nelayan awak, masyarakat adat, anak 

muda, dan penyandang disabilitas. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat 

efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. 
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Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, 

perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, 

habitat, serta sejarah bencana, sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat 

dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak 

pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah kelompok yang paling sedikit menyumbang emisi sering menanggung kerugian 

terbesar. Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari 

anggaran pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak 

jelas; kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan 

lokal. Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga 

respons. Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, 

atau menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menempatkan keadilan prosedural, distributif, pengakuan, dan pemulihan 

dalam kebijakan. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan 

habitat sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat 

sistemik, sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio 

kebijakan perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan 

penegakan. Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, 

dampak akhir, asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi keadilan iklim, gender, dan antargenerasi tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola keadilan iklim, gender, dan antargenerasi memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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21. Plastik dan Sampah Laut 

Plastik dan Sampah Laut perlu dipahami melalui aliran material dari produksi ke lingkungan. Laut bukan latar pasif 

bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, 

pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui desain produk, konsumsi, pengumpulan, 

sungai, arus, fragmentasi, dan mikroplastik. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel 

mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian 

pada pencegahan, sirkularitas, dan pemulihan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, plastik dan sampah laut bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, 

individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 

itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 

dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada sungai perkotaan, pantai wisata, pelabuhan, alat tangkap, dan pulau 

kecil. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 

dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah pembersihan hilir tidak mengejar laju kebocoran dari hulu. Hambatan ini tidak berdiri 

sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan 

penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat 

dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti 

rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, 

intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang 

baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengurangi produksi bermasalah, memperbaiki sistem material, dan 

menegakkan tanggung jawab produsen. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada 

pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan 

emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat 

yang cukup. Portofolio kebijakan perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, 

hak masyarakat, dan penegakan. Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, 

keluaran, hasil antara, dampak akhir, asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada 

serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi plastik dan sampah laut tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 
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sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola plastik dan sampah laut memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak mengikuti 

batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan rezim 

internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan bersama, 

pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas yang 

dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

22. Eutrofikasi, Limbah, dan Hipoksia 

Eutrofikasi, Limbah, dan Hipoksia perlu dipahami melalui kelebihan nutrien serta bahan organik. Laut bukan latar 

pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, 

teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui limbah domestik, pertanian, 

budidaya, limpasan, ledakan alga, dan konsumsi oksigen. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung 

satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem 

menuntut perhatian pada beban, daya tampung, dan kesehatan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, 

siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru 

tersedia. 

Secara ilmiah, eutrofikasi, limbah, dan hipoksia bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada teluk kota, muara, waduk pesisir, tambak, dan kawasan wisata. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 

kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 
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budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 

pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah sumber menyebar dan kewenangan terpecah antara darat serta laut. Hambatan ini 

tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengelola beban total, sanitasi, pertanian, budidaya, dan kualitas air secara 

terpadu. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat 

lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi eutrofikasi, limbah, dan hipoksia tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola eutrofikasi, limbah, dan hipoksia memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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23. Minyak, Bahan Kimia, Kebisingan, dan One Health 

Minyak, Bahan Kimia, Kebisingan, dan One Health perlu dipahami melalui pencemaran majemuk dan kesehatan 

lintas spesies. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan 

atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui 

tumpahan, logam, senyawa persisten, antimikroba, patogen, cahaya, dan kebisingan. Karena itu, penilaian 

lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak 

langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada paparan, efek, dan tanggung jawab: kondisi biofisik, siapa 

yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga 

mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, minyak, bahan kimia, kebisingan, dan one health bekerja melalui proses yang berlangsung pada 

banyak skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons 

dengan kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam 

horizon manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang 

biologis dan sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian 

majemuk. Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada pelabuhan, kilang, pertambangan, jalur kapal, dan kawasan padat 

penduduk. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 

dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah dampak kronis sulit dibedakan tetapi dapat terakumulasi. Hambatan ini tidak berdiri 

sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan 

penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat 

dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti 

rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, 

intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang 

baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah memperkuat pencegahan, inventaris emisi, biomonitoring, dan respons 

insiden. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat 

lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi minyak, bahan kimia, kebisingan, dan one health tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter 

aset. Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna 
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budaya, tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan 

kepada rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola minyak, bahan kimia, kebisingan, dan one health memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. 

Ekosistem tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, 

nasional, dan rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan 

ialah tujuan bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan 

akuntabilitas yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, 

kesejahteraan, serta distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus 

melindungi data sensitif dan tidak membahayakan kelompok rentan. 

24. Pelayaran dan Dekarbonisasi 

Pelayaran dan Dekarbonisasi perlu dipahami melalui transisi sektor transportasi laut. Laut bukan latar pasif bagi 

kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, 

pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui efisiensi kapal, kecepatan, rute, bahan bakar, 

pelabuhan, dan siklus hidup. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah 

kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada 

energi, emisi, dan transisi adil: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, 

serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, pelayaran dan dekarbonisasi bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, 

individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 

itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 

dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada kapal internasional, feri, kapal perintis, pelayaran rakyat, dan armada 

perikanan. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 
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dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah pilihan bahan bakar menghadirkan risiko biaya, keselamatan, pasokan, dan emisi 

tersembunyi. Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari 

anggaran pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak 

jelas; kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan 

lokal. Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga 

respons. Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, 

atau menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menggabungkan efisiensi segera dengan koridor hijau serta standar yang 

kredibel. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat 

lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi pelayaran dan dekarbonisasi tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola pelayaran dan dekarbonisasi memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak mengikuti 

batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan rezim 

internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan bersama, 

pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas yang 

dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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25. Pelabuhan Hijau dan Rantai Logistik Tangguh 

Pelabuhan Hijau dan Rantai Logistik Tangguh perlu dipahami melalui simpul maritim yang rendah karbon dan 

tahan gangguan. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan 

atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui 

energi, alat bongkar, koneksi darat, waktu tunggu, data, dan paparan iklim. Karena itu, penilaian lingkungan yang 

hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. 

Pendekatan sistem menuntut perhatian pada efisiensi, redundansi, dan akses: kondisi biofisik, siapa yang 

memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi 

tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, pelabuhan hijau dan rantai logistik tangguh bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada pelabuhan utama, pengumpan, kawasan industri, cold chain, dan 

pulau terpencil. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota 

pelabuhan namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis 

yang kaya spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, 

kesehatan, dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah 

bencana, sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu 

dipertemukan melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah optimasi lokal dapat memindahkan emisi atau kerentanan ke bagian rantai lain. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menilai kinerja pelabuhan dari pintu ke pintu dan dari hari biasa ke keadaan 

ekstrem. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat 

lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi pelabuhan hijau dan rantai logistik tangguh tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 
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tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola pelabuhan hijau dan rantai logistik tangguh memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

26. Energi Laut dan Infrastruktur Lepas Pantai 

Energi Laut dan Infrastruktur Lepas Pantai perlu dipahami melalui pemanfaatan ruang laut untuk transisi energi. 

Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui angin, arus, gelombang, 

surya terapung, kabel, migas, dan penyimpanan. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu 

variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut 

perhatian pada energi, ruang, dan ekologi: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, energi laut dan infrastruktur lepas pantai bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada ladang angin, platform, kabel antarpulau, dan pulau berenergi hibrida. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 
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identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah konflik ruang, biodiversitas, material kritis, dan ketidakpastian teknologi. Hambatan 

ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menggunakan penilaian siklus hidup, tata ruang, serta pembagian manfaat. 

Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 

menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 

instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi energi laut dan infrastruktur lepas pantai tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola energi laut dan infrastruktur lepas pantai memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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27. Adaptasi Berbasis Ekosistem 

Adaptasi Berbasis Ekosistem perlu dipahami melalui penggunaan biodiversitas dan jasa ekosistem untuk 

mengurangi risiko. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan 

atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui 

perlindungan, restorasi, konektivitas, sedimentasi, dan ruang migrasi habitat. Karena itu, penilaian lingkungan 

yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. 

Pendekatan sistem menuntut perhatian pada fungsi, legitimasi, dan pembelajaran: kondisi biofisik, siapa yang 

memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi 

tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, adaptasi berbasis ekosistem bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, 

individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 

itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 

dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada mangrove, terumbu, lamun, gumuk pasir, dan lahan basah. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 

kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 

budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 

pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah proyek dapat menjadi simbolik bila proses ekologis dan hak lokal diabaikan. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menggabungkan ekologi, rekayasa, pengetahuan lokal, serta monitoring 

jangka panjang. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi adaptasi berbasis ekosistem tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 
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sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola adaptasi berbasis ekosistem memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak mengikuti 

batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan rezim 

internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan bersama, 

pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas yang 

dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

28. Perlindungan Pesisir dan Mundur Terencana 

Perlindungan Pesisir dan Mundur Terencana perlu dipahami melalui pilihan menghadapi garis pantai yang 

berubah. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, 

daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui proteksi keras, 

solusi hibrida, akomodasi, elevasi, zonasi, dan relokasi. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung 

satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem 

menuntut perhatian pada ambang, pilihan, dan keadilan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa 

yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru 

tersedia. 

Secara ilmiah, perlindungan pesisir dan mundur terencana bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada tanggul kota, pulau kecil, permukiman informal, jalan pesisir, dan 

kawasan industri. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota 

pelabuhan namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis 

yang kaya spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, 
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kesehatan, dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah 

bencana, sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu 

dipertemukan melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah keputusan tertunda dapat mengunci biaya dan ketidakadilan lebih besar. Hambatan 

ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menyusun jalur adaptasi dengan ambang pemicu serta perlindungan hak. 

Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 

menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 

instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi perlindungan pesisir dan mundur terencana tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola perlindungan pesisir dan mundur terencana memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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29. Karbon Biru dan Integritas Iklim 

Karbon Biru dan Integritas Iklim perlu dipahami melalui mitigasi melalui ekosistem pesisir. Laut bukan latar pasif 

bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, 

pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui stok biomassa dan tanah, tambahan manfaat, 

emisi terhindarkan, restorasi, dan permanensi. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu 

variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut 

perhatian pada tambahan, permanen, dan adil: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, karbon biru dan integritas iklim bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada mangrove, lamun, rawa pasang surut, proyek karbon, dan NDC. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 

kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 

budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 

pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah klaim karbon dapat melampaui bukti serta mengabaikan tenurial. Hambatan ini tidak 

berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan 

penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat 

dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti 

rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, 

intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang 

baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah memprioritaskan perlindungan, pengukuran konservatif, safeguard, dan 

pembagian manfaat. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan 

habitat sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat 

sistemik, sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio 

kebijakan perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan 

penegakan. Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, 

dampak akhir, asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi karbon biru dan integritas iklim tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 
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tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola karbon biru dan integritas iklim memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

30. Kawasan Konservasi, OECM, dan Refugia 

Kawasan Konservasi, OECM, dan Refugia perlu dipahami melalui perlindungan spasial yang tangguh iklim. Laut 

bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui representasi habitat, 

konektivitas, penegakan, refugia, serta pengelolaan adaptif. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya 

menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan 

sistem menuntut perhatian pada cakupan, efektivitas, dan legitimasi: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh 

manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika 

bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, kawasan konservasi, oecm, dan refugia bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada kawasan konservasi perairan, wilayah adat, zona larang ambil, dan 

koridor migrasi. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota 

pelabuhan namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis 

yang kaya spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, 

kesehatan, dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah 
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bencana, sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu 

dipertemukan melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah target luasan dapat menutupi kualitas pengelolaan dan konflik akses. Hambatan ini 

tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengukur hasil ekologis dan sosial, bukan hanya hektare. Urutannya penting. 

Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih pasti daripada 

rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan adaptasi 

mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu menggabungkan 

regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap instrumen harus 

mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, asumsi, serta risiko 

kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi kawasan konservasi, oecm, dan refugia tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola kawasan konservasi, oecm, dan refugia memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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31. Tata Ruang Laut Adaptif 

Tata Ruang Laut Adaptif perlu dipahami melalui alokasi ruang bagi banyak kepentingan. Laut bukan latar pasif bagi 

kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, teknologi, 

pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui data ekologis, risiko iklim, hak, infrastruktur, 

perikanan, konservasi, dan energi. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah 

kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada 

alokasi, konflik, dan revisi: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta 

kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, tata ruang laut adaptif bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. Molekul, 

individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan berbeda. 

Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; perubahan lain 

muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. Pemantauan sebab 

itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline juga tidak boleh 

dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan ketidakpastian secara 

terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada RZWP3K, kawasan strategis, selat, teluk, dan perairan lintas provinsi. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah peta statis cepat usang sementara izin menciptakan penguncian. Hambatan ini tidak 

berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; kegagalan 

penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan ekosistem dapat 

dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis perlu mengikuti 

rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa diagnosis tersebut, 

intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau menghasilkan maladaptasi yang 

baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah membangun zonasi yang dapat ditinjau dengan data dan ambang perubahan. 

Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 

menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 

instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi tata ruang laut adaptif tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 
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tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola tata ruang laut adaptif memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak mengikuti batas 

administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan rezim internasional. 

Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan bersama, pembagian 

mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas yang dapat diperiksa. 

Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta distribusi manfaat. 

Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan tidak 

membahayakan kelompok rentan. 

32. Sains, Data, dan Peringatan Dini 

Sains, Data, dan Peringatan Dini perlu dipahami melalui infrastruktur pengetahuan untuk tindakan. Laut bukan 

latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, 

teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui satelit, buoy, survei, citizen science, 

model, data terbuka, dan komunikasi risiko. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu variabel 

mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian 

pada cakupan, ketepatan, dan tindakan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung 

biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, sains, data, dan peringatan dini bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada prakiraan gelombang, rob, suhu, pemutihan, kualitas air, dan cuaca 

pelayaran. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 

dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 
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sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah kesenjangan observasi, interoperabilitas, pemeliharaan, serta last mile. Hambatan ini 

tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah membangun rantai observasi hingga tindakan yang diuji bersama pengguna. 

Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 

menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 

instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi sains, data, dan peringatan dini tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola sains, data, dan peringatan dini memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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33. Pembiayaan, Asuransi, dan Ekonomi Risiko 

Pembiayaan, Asuransi, dan Ekonomi Risiko perlu dipahami melalui mobilisasi modal bagi ketahanan dan 

pemulihan. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan 

atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui 

anggaran publik, pembiayaan campuran, obligasi, asuransi parametrik, dan valuasi risiko. Karena itu, penilaian 

lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak 

langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada risiko, imbal hasil, dan akuntabilitas: kondisi biofisik, siapa 

yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga 

mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, pembiayaan, asuransi, dan ekonomi risiko bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada restorasi, infrastruktur, UMKM pesisir, bencana, dan blue bonds. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah modal menyukai proyek terukur sementara manfaat ekosistem tersebar dan jangka 

panjang. Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari 

anggaran pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak 

jelas; kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan 

lokal. Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga 

respons. Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, 

atau menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengaitkan pembiayaan dengan hasil, safeguard, pemeliharaan, dan 

transparansi. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi pembiayaan, asuransi, dan ekonomi risiko tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 
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tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola pembiayaan, asuransi, dan ekonomi risiko memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

34. Hukum Laut dan Tata Kelola Multitingkat 

Hukum Laut dan Tata Kelola Multitingkat perlu dipahami melalui aturan dari desa hingga rezim internasional. Laut 

bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui hak, kewenangan, 

perizinan, penegakan, UNCLOS, iklim, biodiversitas, dan perdagangan. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya 

menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan 

sistem menuntut perhatian pada mandat, kepatuhan, dan kerja sama: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh 

manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika 

bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, hukum laut dan tata kelola multitingkat bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada desa pesisir, kabupaten, provinsi, ZEE, laut lepas, dan ASEAN. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 
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kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 

budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 

pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah mandat tumpang tindih serta kesenjangan antara aturan dan kapasitas. Hambatan 

ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah membangun koordinasi berbasis hasil, kepastian hak, serta penegakan yang 

adil. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 

menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 

instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi hukum laut dan tata kelola multitingkat tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola hukum laut dan tata kelola multitingkat memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Lingkungan Laut, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan Maritim 
 
 

 

Halaman 55 

35. Ekonomi Biru dalam Batas Ekologis 

Ekonomi Biru dalam Batas Ekologis perlu dipahami melalui pembangunan maritim yang menjaga modal alam. Laut 

bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui produksi, nilai tambah, 

pekerjaan layak, inovasi, emisi, dan daya dukung. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu 

variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut 

perhatian pada nilai, batas, dan pemerataan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, ekonomi biru dalam batas ekologis bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada perikanan, wisata, pelabuhan, energi, bioteknologi, dan jasa 

ekosistem. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 

dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah label biru dapat dipakai tanpa perubahan praktik atau distribusi manfaat. Hambatan 

ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menerapkan batas, akuntansi modal alam, uji distribusi, dan indikator hasil. 

Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 

menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 

instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi ekonomi biru dalam batas ekologis tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 
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rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola ekonomi biru dalam batas ekologis memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

36. Budaya Maritim dan Literasi Iklim 

Budaya Maritim dan Literasi Iklim perlu dipahami melalui landasan sosial bagi tindakan kolektif. Laut bukan latar 

pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, 

teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui pengetahuan ilmiah, pengalaman 

lokal, bahasa, pendidikan, seni, dan ingatan bencana. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung 

satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem 

menuntut perhatian pada makna, kepercayaan, dan tindakan: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, 

siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru 

tersedia. 

Secara ilmiah, budaya maritim dan literasi iklim bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada sekolah pesisir, museum, komunitas adat, media, dan organisasi 

profesi. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 
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dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah informasi teknis tidak otomatis mengubah perilaku atau membangun kepercayaan. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengembangkan komunikasi dua arah dan pembelajaran berbasis tempat. 

Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat lebih 

pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, sedangkan 

adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan perlu 

menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. Setiap 

instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi budaya maritim dan literasi iklim tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola budaya maritim dan literasi iklim memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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37. Kelembagaan untuk Misi Laut Berkelanjutan 

Kelembagaan untuk Misi Laut Berkelanjutan perlu dipahami melalui kapasitas negara dan jejaring pelaksana. Laut 

bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, 

organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui mandat, anggaran, data, 

talenta, pengadaan, koordinasi, dan evaluasi. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu 

variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut 

perhatian pada mandat, kapasitas, dan hasil: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, kelembagaan untuk misi laut berkelanjutan bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada KKP, KLH, BMKG, BRIN, BIG, pemerintah daerah, kampus, industri, dan 

komunitas. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 

dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah program jangka pendek tidak sesuai dengan perubahan ekosistem jangka panjang. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah membangun misi lintas lembaga dengan akuntabilitas, pemeliharaan, dan 

pembelajaran. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat 

sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi kelembagaan untuk misi laut berkelanjutan tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 
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rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola kelembagaan untuk misi laut berkelanjutan memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

38. Diplomasi Laut dan Kepemimpinan Indonesia 

Diplomasi Laut dan Kepemimpinan Indonesia perlu dipahami melalui pengaruh melalui pengetahuan, norma, dan 

kerja sama. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan 

atmosfer, daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui 

ASEAN, Coral Triangle Initiative, IOC, IMO, UNFCCC, BBNJ, dan kemitraan Selatan-Selatan. Karena itu, penilaian 

lingkungan yang hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak 

langsung. Pendekatan sistem menuntut perhatian pada kepentingan, kontribusi, dan kredibilitas: kondisi biofisik, 

siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga 

mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, diplomasi laut dan kepemimpinan indonesia bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak 

skala. Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan 

kecepatan berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon 

manusia; perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan 

sosial. Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. 

Baseline juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik 

menyatakan ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada Indo-Pasifik, laut semi-tertutup, migrasi ikan, polusi lintas batas, dan 

bencana. Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan 

namun tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya 

spesies juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, 
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dan identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah kepentingan keamanan, ekonomi, dan konservasi tidak selalu sejalan. Hambatan ini 

tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran pemeliharaan; 

kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; kerusakan 

ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. Diagnosis 

perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. Tanpa 

diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengembangkan posisi berbasis bukti serta penawaran kerja sama yang 

konkret. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat 

lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi diplomasi laut dan kepemimpinan indonesia tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. 

Ekosistem menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, 

tetapi sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada 

rumah tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, 

skenario iklim, nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika 

mengunci pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam 

memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola diplomasi laut dan kepemimpinan indonesia memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem 

tidak mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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39. Indikator Keberlanjutan Maritim 

Indikator Keberlanjutan Maritim perlu dipahami melalui pengukuran kemajuan yang dapat diuji. Laut bukan latar 

pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, daratan, organisme, 

teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui keadaan ekosistem, tekanan, 

respons, kesejahteraan, distribusi, dan ketahanan. Karena itu, penilaian lingkungan yang hanya menghitung satu 

variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. Pendekatan sistem menuntut 

perhatian pada keadaan, keadilan, dan efektivitas: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 

menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, indikator keberlanjutan maritim bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada nasional, WPP-NRI, provinsi, teluk, pulau, sektor, dan komunitas. 

Bentuk kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun 

tidak cocok bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies 

juga berarti kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan 

identitas budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, 

sedangkan pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan 

melalui prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah indikator mudah diukur dapat menggantikan hasil yang sebenarnya penting. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah menggunakan dashboard berjenjang, baseline, target, ketidakpastian, dan 

audit. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan habitat sehat 

lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat sistemik, 

sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio kebijakan 

perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan penegakan. 

Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, dampak akhir, 

asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi indikator keberlanjutan maritim tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 
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tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola indikator keberlanjutan maritim memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 

40. Peta Jalan Indonesia 2026–2045 

Peta Jalan Indonesia 2026–2045 perlu dipahami melalui transformasi bertahap menuju laut sehat dan masyarakat 

tangguh. Laut bukan latar pasif bagi kegiatan manusia, melainkan sistem dinamis yang menghubungkan atmosfer, 

daratan, organisme, teknologi, pasar, dan institusi. Perubahan pada satu bagian merambat melalui fondasi data, 

pengurangan tekanan, adaptasi, dekarbonisasi, pemulihan, dan inovasi. Karena itu, penilaian lingkungan yang 

hanya menghitung satu variabel mudah kehilangan umpan balik, jeda waktu, dan dampak tidak langsung. 

Pendekatan sistem menuntut perhatian pada tahap, ukuran, dan koreksi: kondisi biofisik, siapa yang memperoleh 

manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta kemampuan masyarakat dan lembaga mengoreksi tindakan ketika 

bukti baru tersedia. 

Secara ilmiah, peta jalan indonesia 2026–2045 bekerja melalui proses yang berlangsung pada banyak skala. 

Molekul, individu organisme, populasi, habitat, cekungan laut, dan sistem ekonomi merespons dengan kecepatan 

berbeda. Beberapa perubahan bersifat perlahan tetapi hampir tidak dapat dibalik dalam horizon manusia; 

perubahan lain muncul sebagai kejadian ekstrem yang singkat namun menembus ambang biologis dan sosial. 

Pemantauan sebab itu harus menggabungkan tren rata-rata, variabilitas, ekstrem, dan kejadian majemuk. Baseline 

juga tidak boleh dianggap tetap, sebab kondisi pembanding ikut bergeser. Keputusan yang baik menyatakan 

ketidakpastian secara terbuka tanpa menjadikannya alasan untuk menunda tindakan pencegahan. 

Dalam konteks Indonesia, isu ini nyata pada fase 2026–2030, 2031–2035, 2036–2040, dan 2041–2045. Bentuk 

kepulauan membuat dampak sangat beragam: suatu kebijakan dapat efektif di kota pelabuhan namun tidak cocok 

bagi pulau kecil dengan ruang, air, modal, dan konektivitas terbatas. Perairan tropis yang kaya spesies juga berarti 

kerugian ekologis dapat menyebar ke perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, kesehatan, dan identitas 

budaya. Pengetahuan lokal memberi petunjuk tentang musim, arus, habitat, serta sejarah bencana, sedangkan 
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pengamatan ilmiah menyediakan pengukuran yang dapat dibandingkan. Keduanya perlu dipertemukan melalui 

prosedur yang menghormati asal pengetahuan dan hak pengambil keputusan lokal. 

Tantangan utamanya adalah ambisi besar dapat gagal tanpa urutan investasi, kapasitas, dan koreksi berkala. 

Hambatan ini tidak berdiri sendiri. Keterbatasan data dapat bersumber dari sensor, tetapi juga dari anggaran 

pemeliharaan; kegagalan penegakan dapat berasal dari kurangnya patroli, tetapi juga dari hak yang tidak jelas; 

kerusakan ekosistem dapat dipicu iklim global, lalu diperparah limbah, ekstraksi, reklamasi, atau kemiskinan lokal. 

Diagnosis perlu mengikuti rantai sebab dari pendorong, tekanan, perubahan keadaan, dampak, hingga respons. 

Tanpa diagnosis tersebut, intervensi berisiko mengobati gejala, memindahkan masalah ke tempat lain, atau 

menghasilkan maladaptasi yang baru terlihat setelah biaya sosial dan ekologis membesar. 

Arah respons yang lebih kuat adalah mengikat sasaran jangka panjang pada paket kerja lima tahunan serta 

indikator publik. Urutannya penting. Pencegahan umumnya lebih murah daripada pemulihan; perlindungan 

habitat sehat lebih pasti daripada rekonstruksi habitat yang telah hilang; pengurangan emisi memberi manfaat 

sistemik, sedangkan adaptasi mengurangi kerugian setempat. Namun tidak ada satu alat yang cukup. Portofolio 

kebijakan perlu menggabungkan regulasi, insentif, investasi publik, teknologi, pendidikan, hak masyarakat, dan 

penegakan. Setiap instrumen harus mempunyai teori perubahan yang menjelaskan input, keluaran, hasil antara, 

dampak akhir, asumsi, serta risiko kegagalan agar pembelajaran tidak berhenti pada serapan anggaran. 

Dimensi ekonomi peta jalan indonesia 2026–2045 tidak boleh disempitkan menjadi nilai moneter aset. Ekosistem 

menghasilkan pangan, perlindungan, penyimpanan karbon, rekreasi, pengetahuan, dan makna budaya, tetapi 

sebagian besar manfaat tidak memiliki harga pasar. Sebaliknya, biaya kerusakan sering dialihkan kepada rumah 

tangga, generasi berikut, atau wilayah lain. Analisis investasi perlu memakai biaya sepanjang umur, skenario iklim, 

nilai opsi, dan distribusi dampak. Proyek yang tampak murah hari ini dapat menjadi mahal jika mengunci 

pembangunan di zona bahaya, membutuhkan subsidi abadi, atau menurunkan kemampuan alam memulihkan diri. 

Keadilan menentukan legitimasi dan efektivitas. Kelompok dengan aset, koneksi politik, informasi, serta 

kemampuan berpindah lebih besar dapat beradaptasi lebih cepat, sedangkan nelayan kecil, pekerja informal, 

perempuan, masyarakat adat, dan penduduk pulau terpencil sering menghadapi batas adaptasi lebih awal. 

Partisipasi bukan sekadar konsultasi setelah rancangan selesai. Kelompok terdampak harus terlibat dalam 

menentukan masalah, alternatif, indikator, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan evaluasi. Perlindungan 

sosial, kepastian hak, akses pembiayaan, dan pengakuan pengetahuan lokal menjadikan kebijakan lingkungan 

sekaligus strategi pengurangan kerentanan. 

Tata kelola peta jalan indonesia 2026–2045 memerlukan koordinasi vertikal dan horizontal. Ekosistem tidak 

mengikuti batas administrasi, sementara kewenangan tersebar pada desa, kabupaten, provinsi, nasional, dan 

rezim internasional. Koordinasi efektif tidak selalu membutuhkan lembaga baru; yang dibutuhkan ialah tujuan 

bersama, pembagian mandat, standar data, pendanaan lintas tahun, forum penyelesaian konflik, dan akuntabilitas 

yang dapat diperiksa. Indikator harus mencakup keadaan lingkungan, tekanan, kepatuhan, kesejahteraan, serta 

distribusi manfaat. Pelaporan terbuka memperkuat koreksi, tetapi transparansi harus melindungi data sensitif dan 

tidak membahayakan kelompok rentan. 
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Skenario 2045: Kepulauan yang Tangguh dan Laut yang Dipulihkan 

Pada 2045, keberlanjutan maritim Indonesia dapat terlihat bukan dari satu proyek raksasa, melainkan dari banyak 

sistem yang bekerja bersama. Data satelit, buoy, survei ekosistem, kapal, stasiun pasang, catatan hasil tangkapan, 

dan pengamatan masyarakat mengalir ke layanan publik yang dapat dipahami. Prakiraan gelombang panas laut 

memicu perlindungan refugia dan penyesuaian budidaya. Peringatan rob terhubung dengan keputusan operasi 

pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan evakuasi kelompok rentan. Ketidakpastian ditampilkan sebagai 

rentang dan skenario, sehingga pengguna mengetahui batas informasi. 

Di sebuah teluk, pemerintah daerah, nelayan, pengelola pelabuhan, petambak, industri, dan komunitas adat 

bekerja dengan batas beban pencemaran yang disepakati. Izin baru hanya diberikan jika daya tampung tersedia. 

Limbah domestik dan industri dipantau dari sumber; hasilnya diumumkan dengan prosedur audit. Mangrove 

dipulihkan melalui perbaikan pasang dan sedimen, bukan sekadar penanaman. Wilayah kelola masyarakat 

memperoleh kepastian, sementara manfaat karbon dan perikanan dibagi melalui aturan yang dapat diperiksa. 

Di pulau kecil, kombinasi energi terbarukan, penyimpanan, desalinasi hemat energi, perlindungan sumber air, dan 

pengurangan sampah menurunkan ketergantungan logistik. Pelabuhan pengumpan mempunyai standar minimum 

ketahanan iklim dan layanan rantai dingin. Jadwal kapal mempertimbangkan cuaca ekstrem serta kebutuhan 

sosial, bukan hanya volume komersial. Ketika gangguan terjadi, stok kritis dan jalur komunikasi redundan menjaga 

pelayanan dasar. Adaptasi tidak menghapus risiko, tetapi mencegah satu kegagalan berubah menjadi krisis 

berantai. 

Perikanan dikelola dengan aturan yang berubah bila indikator stok, suhu, distribusi ikan, atau keselamatan 

melewati ambang. Nelayan kecil memperoleh akses data, asuransi, pembiayaan, dan forum penetapan aturan. 

Penutupan sementara disertai dukungan pendapatan dan pengawasan yang adil. Produk bernilai gizi tinggi 

tersedia bagi pasar lokal sebelum seluruh nilai tambah ditarik ke ekspor. Rantai dingin dan pengolahan mengurangi 

kehilangan pangan sekaligus memperbaiki pendapatan perempuan dan pekerja informal. 

Kota pesisir tidak lagi menganggap setiap garis pantai harus dipertahankan selamanya. Zona tertentu dilindungi 

dengan infrastruktur abu-abu–hijau; zona lain diakomodasi melalui bangunan, drainase, dan ruang air; lokasi 

dengan risiko yang tidak dapat diterima memasuki proses mundur terencana. Relokasi dimulai dari hak, pekerjaan, 

sekolah, jaringan sosial, dan ingatan budaya, bukan pemindahan fisik semata. Keputusan menggunakan ambang 

yang diumumkan jauh hari agar rumah tangga mempunyai waktu dan pilihan. 

Armada dan pelabuhan bergerak menuju emisi rendah melalui efisiensi, elektrifikasi yang layak, bahan bakar 

alternatif berintegritas, shore power, pengurangan waktu tunggu, dan koridor hijau. Penilaian siklus hidup 

mencegah pemindahan emisi dari cerobong kapal ke produksi bahan bakar atau perubahan lahan. Pelaut dan 

pekerja pelabuhan memperoleh pelatihan serta perlindungan selama transisi. Teknologi dipilih berdasarkan 

keselamatan, ketersediaan pasokan, kemampuan perawatan, dan manfaat nasional. 

Universitas, lembaga riset, sekolah vokasi, pemerintah, industri, dan komunitas membentuk ekosistem 

pembelajaran. Data publik dapat digunakan kembali, sementara data sensitif dilindungi. Program restorasi, 

konservasi, dan infrastruktur mempunyai baseline serta evaluasi independen. Kegagalan tidak disembunyikan, 

melainkan dipakai untuk memperbaiki desain. Anak muda pesisir melihat ilmu laut, teknisi sensor, pengelolaan 

kawasan, bisnis sirkular, dan diplomasi iklim sebagai pekerjaan bermartabat. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Lingkungan Laut, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan Maritim 
 
 

 

Halaman 65 

Skenario ini menuntut konsistensi selama dua dekade. Banyak fondasinya tidak glamor: sanitasi, metadata, 

pemeliharaan alat, kepastian tenurial, koordinasi anggaran, pengawasan izin, dan pendidikan dasar. Namun justru 

fondasi tersebut menentukan apakah inovasi dapat bertahan. Indonesia menjadi pemimpin maritim ketika mampu 

menunjukkan bahwa negara kepulauan besar dapat menjaga laut, mengurangi emisi, melindungi warga, 

menghasilkan kemakmuran, dan membagikan pengetahuan secara adil. 

Matriks Peta Jalan Keberlanjutan Maritim 2026–2045 

Fase Prioritas Sistem Keluaran Strategis Indikator Hasil 

2026–2030 

Fondasi data, hak, 

sanitasi, pengurangan 

tekanan 

baseline nasional, observasi 

berkelanjutan, peta risiko, 

penegakan limbah, perlindungan 

habitat utuh 

kualitas data, beban 

polusi, laju kehilangan 

habitat, cakupan 

peringatan 

2031–2035 

Adaptasi dan pemulihan 

berskala bentang alam-

laut 

jalur adaptasi kota dan pulau, 

restorasi berbasis proses, 

perikanan adaptif, pembiayaan 

berintegritas 

kerugian terhindarkan, 

fungsi ekosistem, 

pendapatan dan 

keselamatan kelompok 

rentan 

2036–2040 

Dekarbonisasi dan 

ekonomi biru dalam 

batas ekologis 

koridor hijau, pelabuhan tangguh, 

rantai pangan rendah limbah, 

energi laut terpilih 

intensitas emisi, 

pekerjaan layak, daya 

dukung, pemerataan 

manfaat 

2041–2045 

Konsolidasi dan 

kepemimpinan Indo-

Pasifik 

jaringan refugia, standar tropis, 

diplomasi sains, evaluasi 

antargenerasi 

ketahanan nasional, 

pemulihan biodiversitas, 

pengaruh norma, 

kepercayaan publik 

Kesimpulan 

Lingkungan laut, perubahan iklim, dan keberlanjutan maritim merupakan satu persoalan yang tidak dapat 

dipisahkan. Pemanasan, pengasaman, deoksigenasi, kenaikan muka laut, dan ekstrem mengubah ekosistem serta 

sektor ekonomi, sementara pencemaran, konversi habitat, eksploitasi, subsidensi, dan ketimpangan menentukan 

besar dampaknya. Indonesia memerlukan strategi yang sekaligus mengurangi emisi, menekan stres lokal, menjaga 

habitat utuh, memulihkan proses ekologis, melindungi kelompok rentan, dan mencegah investasi baru mengunci 

risiko. 

Keberhasilan bergantung pada urutan tindakan. Fondasi hak, data, sanitasi, penegakan, pendidikan, serta 

pemeliharaan harus mendahului atau berjalan bersama teknologi dan pembiayaan canggih. Adaptasi perlu 
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memakai jalur bertahap dengan ambang koreksi; mitigasi harus dinilai sepanjang siklus hidup; karbon biru 

membutuhkan integritas dan pembagian manfaat; ekonomi biru harus tunduk pada daya dukung. Dengan cara itu, 

kebijakan maritim tidak sekadar menambah proyek, melainkan mengubah sistem penyebab kerusakan. 

Visi 2045 yang layak adalah Indonesia dengan laut yang tetap produktif, biodiversitas yang pulih, kota dan pulau 

yang lebih aman, pangan biru yang bergizi, pekerjaan maritim yang layak, serta institusi yang mampu belajar. 

Kepemimpinan sebagai negara kepulauan tidak hanya berasal dari luas wilayah, melainkan dari kemampuan 

menghasilkan ilmu, membangun solidaritas, menerapkan aturan, dan menunjukkan hasil yang dapat diuji. Masa 

depan laut akhirnya adalah pilihan etis dan politik tentang hubungan manusia dengan alam serta kewajiban satu 

generasi kepada generasi berikutnya. 

Glossarium 

Adaptasi: Penyesuaian sistem manusia atau alam terhadap iklim aktual maupun yang diperkirakan untuk 

mengurangi kerugian atau memanfaatkan peluang. 

Adaptasi berbasis ekosistem: Penggunaan pengelolaan, konservasi, dan pemulihan ekosistem sebagai bagian dari 

strategi adaptasi. 

Alkalinitas: Kapasitas air menetralkan asam, penting dalam sistem karbonat laut. 

Ambang adaptasi: Tingkat perubahan ketika tindakan yang ada tidak lagi memenuhi tujuan sehingga pilihan 

berikut perlu dijalankan. 

Baseline: Kondisi acuan untuk membandingkan perubahan dan menilai hasil. 

BBNJ: Kerangka internasional mengenai biodiversitas laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional. 

Blue carbon: Karbon yang diserap dan disimpan ekosistem pesisir dan laut, terutama mangrove, lamun, dan rawa 

pasang surut. 

Coastal squeeze: Penyempitan habitat pesisir ketika habitat tidak dapat bermigrasi ke darat karena penghalang 

buatan atau topografi. 

Daya dukung: Tingkat pemanfaatan yang dapat ditopang sistem tanpa kehilangan fungsi penting. 

Deoksigenasi: Penurunan kandungan oksigen laut akibat pemanasan, perubahan sirkulasi, dan proses 

biogeokimia. 

ENSO: El Niño–Southern Oscillation, variasi terkopel samudra-atmosfer tropis Pasifik yang memengaruhi iklim 

global. 

Eutrofikasi: Pengayaan nutrien berlebihan yang dapat memicu ledakan alga dan kekurangan oksigen. 

Gelombang panas laut: Periode suhu laut luar biasa tinggi yang bertahan selama beberapa hari atau lebih. 

Hipoksia: Kondisi oksigen terlarut sangat rendah sehingga menekan organisme. 

Integritas ekologis: Kemampuan ekosistem mempertahankan komposisi, struktur, proses, dan daya lentingnya. 

IOD: Indian Ocean Dipole, pola variabilitas suhu muka laut dan atmosfer di Samudra Hindia. 
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Keadilan iklim: Prinsip pembagian tanggung jawab, beban, manfaat, pengakuan, dan partisipasi secara adil dalam 

respons iklim. 

Karbon tambahan: Pengurangan emisi atau peningkatan serapan yang tidak akan terjadi tanpa intervensi tertentu. 

Kenaikan muka laut relatif: Perubahan muka laut terhadap daratan setempat, termasuk gerak vertikal tanah. 

Maladaptasi: Tindakan yang tanpa sengaja meningkatkan risiko iklim, ketimpangan, atau kerentanan. 

Mitigasi: Tindakan mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan serapan. 

NDC: Nationally Determined Contribution, komitmen iklim nasional di bawah Perjanjian Paris. 

OECM: Other Effective Area-based Conservation Measures, wilayah di luar kawasan lindung formal yang 

menghasilkan konservasi biodiversitas jangka panjang. 

Pengasaman laut: Penurunan pH laut dalam jangka panjang terutama karena penyerapan karbon dioksida 

antropogenik. 

Refugia iklim: Lokasi yang relatif terlindung dari laju atau intensitas perubahan iklim dan dapat mendukung 

persistensi biodiversitas. 

Resiliensi: Kapasitas menyerap gangguan, beradaptasi, dan bila perlu bertransformasi sambil mempertahankan 

fungsi penting. 

Salinisasi: Peningkatan kadar garam pada tanah atau air tawar, termasuk karena intrusi air laut. 

Storm surge: Kenaikan muka air sementara akibat angin dan tekanan atmosfer badai. 

Subsidensi: Penurunan permukaan tanah yang memperbesar kenaikan muka laut relatif. 

WPP-NRI: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, unit spasial utama pengelolaan perikanan. 
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